
 

 

BUPATI  SITUBONDO 
 

PERATURAN 

BUPATI SITUBONDO 

NOMOR     18     TAHUN 2008 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  

DI KABUPATEN SITUBONDO  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

Menimbang : a.  bahwa  terjadinya  bencana  alam  di Kabupaten Situbondo dapat 

mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil yang besar bagi 

Pemerintah Kabupaten Situbondo dan masyarakatnya sehingga perlu 

dilakukan penanganan secara cepat dan tepat guna meminimalkan 

kerugian dimaksud ; 

b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a konsideran ini, perlu 

mengatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di 

Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati ; 

    

Mengingat : 1.  Undang-Undang   Nomor   12  Tahun  1950   tentang   Pembentukan 

Daerah- daerah  Kabupaten  dalam   lingkungan   Propinsi  Jawa  

Timur  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 )  ; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah                 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)  ; 

SALINAN 
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)  ; 

9. Peraturan   Pemerintah    Nomor   28  Tahun  1972 tentang Perubahan  Nama   

dan   Pemindahan   Tempat  Kedudukan   Pemerintah   Daerah  Kabupaten 

Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SITUBONDO. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

2. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

3. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau 

badan hukum. 

4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin 

topan, dan tanah longsor. 

6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya 

yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko 

timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, 

dan rehabilitasi. 

7. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi 

ancaman bencana. 
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8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak 

buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan 

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, 

pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan 

prasarana dan sarana. 

9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan 

publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah 

pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau 

berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan 

masyarakat pada wilayah pascabencana. 

10. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan 

sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat 

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya 

hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam 

segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 

11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui 

pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang 

terancam bencana. 

12. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 

 

BAB II 

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 

Pasal 2 

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana meliputi : 

a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena 

bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum ; 

b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana ; 

c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko 

bencana dengan program pembangunan ; dan 

d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran 

pendapatan belanja daerah yang memadai. 

 

Pasal 3 

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana meliputi : 

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan 

kebijakan pembangunan daerah ; 

b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur 

kebijakan penanggulangan bencana ; 

c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana 

dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain ; 

d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber 

ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya ; 

e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber 

daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya ; dan  

f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang 

berskala kabupaten. 



 4 

 BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT 

Pasal 4 

(1) Setiap orang berhak : 

a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya 

bagi kelompok rentan bencana ; 

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana ; 

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang 

kebijakan penanggulangan bencana ; 

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan 

pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan 

kesehatan termasuk dukungan psikososial ; 

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan 

penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan 

diri dan komunitasnya ; dan 

f. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan penanggulangan 

bencana sesuai dengan mekanisme yang diatur. 

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan 

pemenuhan kebutuhan dasar. 

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena 

bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. 

 

Pasal 5 

Setiap orang berkewajiban : 

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara 

keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup ; 

b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana ; dan 

c. memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang 

penanggulangan bencana. 

 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 

Pasal 6 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, 

meliputi : 

a. prabencana ; 

b. saat tanggap darurat ; dan 

c. pascabencana. 

Pasal 7 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi : 

a. dalam situasi tidak terjadi bencana ; dan 

b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. 

 

Pasal 8 

 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi : 
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a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan 

sumber daya ; 

b. penentuan status keadaan darurat bencana ; 

c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana ; 

d. pemenuhan kebutuhan dasar ; 

e. perlindungan terhadap kelompok rentan ; dan 

f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. 

 

Pasal 9 

 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : 

a. rehabilitasi ; dan  

b. rekonstruksi. 

 

BAB V 

PENDANAAN PENYELENGGARAAN  

PENANGGULANGAN BENCANA 

Pasal 10 

 

Segala biaya berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana di Kabupaten Situbondo dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 6 Mei 2008   

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

ttd 

 

Drs.H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si 

Pembina Utama Muda 

NIP. 010 104 956 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR 18 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 6 Mei 2008 

BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd 

 

dr. H. ISMUNARSO 

 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


